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[bookmark: _Toc210336229][bookmark: _Toc210555473]BAB I
PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc210315415][bookmark: _Toc210336230][bookmark: _Toc210555474]Latar Belakang
Perpajakan merupakan aspek fundamental dalam menunjang pembangunan nasional serta pembiayaan negara. Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi sumber utama untuk pendapatan negara yang tidak hanya mendukung kelangsungan fungsi pemerintah, namun juga berperan sebagai fondasi dalam pendanaan pembangunan nasional di berbagai sektor. Itu artinya pajak berperan penting dalam mendanai pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah dengan tujuan agar kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat bisa meningkat secara keseluruhan (Kharista et al., 2025). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, total penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun yang setara dengan 67,9% dari total pendapatan negara yang diperkirakan sebesar Rp2.842,5 triliun (Kemenkeu, 2024). Penerimaan pajak dipengaruhi pada seberapa patuh wajib pajak, sehingga penting untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi agar penerimaan pajak bisa mencapai potensi maksimal.


Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan self assessment system untuk wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menilai, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah hanya melakukan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari proses pendaftaran hingga waktu pelaporan 
2

(Leviana et al., 2022). Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hal ini terlihat dari tax ratio atau rasio pajak tahun 2024 yang hanya mencapai 10.08%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 10,31% (Wildan, 2025). 
Fenomena yang terlihat di dunia pajak Indonesia akhir-akhir ini adalah ketidakpastian yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini terjadi karena ada banyak kasus korupsi dan penghindaran pajak yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, perubahan kebijakan yang terjadi dengan rezim saat ini membuat pemahaman masyarakat menjadi sulit dan adanya sistem teknologi yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online menyebabkan pelayanan di kantor pajak menjadi kurang maksimal dalam memberikan layanan secara langsung (Milwarni et al., 2025). Fenomena ini terlihat dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat melalui salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir.
[bookmark: _Toc210333340][bookmark: _Toc210335132]Tabel 1. 1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Tahun Pajak
	Jumlah WPOP Terdaftar
	Jumlah WPOP Aktif
	Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT

	
	
	
	Jumlah
	(%)

	2019
	99.933
	25.510
	24.268
	24%

	2020
	117.445
	27.122
	29.325
	25%

	2021
	124.765
	28.802
	33.340
	27%

	2022
	132.868
	30.927
	34.299
	26%

	2023
	141.396
	35.982
	37.589
	27%

	2024
	155.580
	41.582
	34.261
	22%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025
Dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, meningkat dari 99.933 pada tahun 2019 menjadi 155.580 pada tahun 2024. Demikian pula, jumlah wajib pajak orang pribadi aktif juga terus naik dari 25.510 pada tahun 2019 menjadi 41.582 pada tahun 2024. Namun, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2021 dan 2023 mencatat angka tertinggi sebesar 27%, tetapi angka ini turun drastis menjadi 22% pada tahun 2024. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi menurunnya kepatuhan wajib pajak, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertambah.  
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melaporkan adanya penurunan dalam jumlah wajib pajak yang menyerahkan SPT tahunan hingga akhir April 2025. Dari 19,78 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT, hanya 14,053 juta yang melaporkan sehingga terjadi penurunan sekitar 154 ribu SPT yang belum dilaporkan. Penurunan ini terutama terjadi pada wajib pajak orang pribadi yang turun sebesar 1,21% menjadi 12,99 juta dari 13,15 juta di tahun sebelumnya. Menurut DJP yang dipimpin oleh Dirjen Suryo Utomo, rasio kepatuhan wajib pajak saat ini mencapai sekitar 71% yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT (CNN, 2025).
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Pemahaman seorang wajib pajak dapat dijelaskan sebagai proses ketika individu mengerti dan menyadari ketentuan perpajakan, serta memilih untuk patuh dan melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Ini mencakup pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan perhitungan pajak, serta melakukan pembayaran pajak melalui penyetoran, pelaporan pajak, dan memahami sanksi yang akan diterima jika kewajiban pajak diabaikan (Nurjanah & Machdar, 2024). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik, maka wajib pajak akan lebih mampu mengatur tindakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, namun jika wajib pajak tidak memahami aturan serta prosedur perpajakan, maka akan sulit bagi wajib pajak untuk mengatur perilakunya dengan benar sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan yang rendah (Utari & Setiawan, 2019).  Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Iftakukhoiri & Bagana (2023) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Rizki & Syaiful (2023) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa semua aturan yang terdapat dalam hukum pajak akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak (Tanjung et al., 2022). Sanksi pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi andministratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukum penjara. Semakin besar denda yang dikenakan, maka akan menyebabkan lebih banya kerugian bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, peningkatan denda dapat efektif dalam memberikan efek jera, jika kerugian yang dihadapi akibat sanksi atau denda jauh lebih besar dibanding keuntungan yang mungki didapat (Fithiyaturrahmah, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siregar & Amin (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Hanifah et al.  (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Keterkaitan antara pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Preferensi risiko mengacu pada cara pandang wajib pajak terhadap risiko. Keputusan seorang wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh sikapnya terhadap risiko yang dihadapi (Sari & Priyadi, 2018). Terdapat tiga konsep utama dalam hal ini yaitu menghindari risiko, bersikap netral terhadap risiko, dan suka mencari risiko (Munhamir & Primasar, 2022). Semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk siap menghadapi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Fithiyaturrahmah, 2024). 
Berdasarkan penjabaran di latar belakang yang telah disampaikan, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi”.
1.2 [bookmark: _Toc210315416][bookmark: _Toc210336231][bookmark: _Toc210555475]Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.3 [bookmark: _Toc210315417][bookmark: _Toc210336232][bookmark: _Toc210555476]Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.4 [bookmark: _Toc210315418][bookmark: _Toc210336233][bookmark: _Toc210555477]Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam sektor perpajakan, terutama mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan literatur tentang bagaimana preferensi risiko berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan refleksi bagi wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan konttribusi kepada KPP Pratama Samarinda Ilir. 
3. Manfaat Regulator 
Diharapkan penelitian dapat memberi masukan dan informasi kepada Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

[bookmark: _Toc210315419][bookmark: _Toc210336234][bookmark: _Toc210555478]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc210315420][bookmark: _Toc210336235][bookmark: _Toc210555479]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc210315421][bookmark: _Toc210336236][bookmark: _Toc210555480]Teori Atribusi
Teoti atribusi yang dicetuskan oleh Fritsz Heider tahun 1958 adalah teori yang membahas mengenai tindakan seseorang. Teori menjelaskan bagaimana seseorang memahami alasan di balik tindakan orang lain atau dirinya sendiri, yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal internal seperti karakter, sifat dan sikap atau faktor eksternal seperti tekanan dari situasi atau keadaan tertentu yang berdampak pada perilaku seseorang (Siti Wardani et al., 2024). Dalam konteks ini, Heider (1958) menjelaskan bahwa ada tiga langkah yang mendasari terjadinya atribusi, yang meliputi (Amini & Ngadiman, 2025) :
1. Keharusan untuk mengamati perilaku.
2. Keharusan untuk meyakini bahwa perilaku tersebut dilakukan secara sengaja.
3. Keharusan untuk memutuskan apakah mereka akan mempercayai bahwa orang lain terpaksa melakukan perilaku tersebut.
Robbins dan Judge (2008), menyebutkan tiga faktor yang memengaruhi apakah perilaku seseorang bersifat internal atau eksternal yaitu (Amini & Ngadiman, 2025) :
1. Kekhususan, artinya bagaimana seseorang bertindak dalam berbagai situasi. Apabila perilaku dianggap normal, itu bisa disebabkan oleh faktor internal. Namun jika perilaku dianggap tidak normal, mungkin disebabkan dari faktor eksternal.
2. Konsensus, artinya bagaimana semua individu dalam mengalami situasi serupa memberikan respon yang sama. Jika konsensus rendah, perilaku dianggap berasal dari faktor internal. Sedangkan jika konsensus tinggi, perilaku dinggap berasal dari faktor eksternal.
3. Konsistensi, artinya menyangkut seberapa sering seseorang memberikan respon yang sama dalam berbagai situasi. Semakin sering dan konsisten perilaku tersebut, maka kemungkinan disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya jika perilakunya tidak konsisten, maka kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal.
Teori atribusi relevan dengan  penelitian ini karena bahwa wajib pajak dapat menilai perilaku dan pemikiran untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak meliputi pemahamam perpajakan dan preferensi risiko. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan.
2.1.2 [bookmark: _Toc210315422][bookmark: _Toc210336237][bookmark: _Toc210555481]Pemahaman Perpajakan 
Pemahaman perpajakan adalah informasi perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam mengambil keputusan, membuat pilihan, serta menentukan arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan haknya (Prasetya et al., 2025). Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa besar pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai aturan, ketentuan, cara kerja, serta dampak pajak yang berlaku. Unsur penting dari pemahaman pajak mencakup kemampuan wajib pajak untuk mengenali kewajiban pajak, hak-haknya sebagai wajib pajak, mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi. Pemahaman ini tidak hanya sebatas mengetahui fakta, tetapi juga mencakup pemahaman tentang prosedur dan konsep dari aturan yang berlaku (Daryatno, 2021). 
Ketika wajib pajak mempunyai pemahaman yang kuat tentang cara menghitung dan melaporkan pajak, serta manfaat dari membayar pajak, maka wajib pajak biasanya lebih mengikuti aturan dalam melaksanakan tanggung jawab pajaknya. Kurangnya pemahaman pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya bisa mengurangi tingkat kepatuhan (Agustini & Puspita, 2024).
2.1.3 [bookmark: _Toc210315423][bookmark: _Toc210336238][bookmark: _Toc210555482]Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi dan diikuti. Dengan demikian, sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku (Marcel Kusuma et al., 2023). Pada dasarnya, sanksi perpajakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak agar dapat menyadari dampak hukum dari tindakan atau kelalaian. 
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu:
1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah karena kerugian yang ditimbulkan. Pembayaran ini bisa berupa denda, bunga, dan kenaikan.  Sanksi administrasi berupa bunga diterapkan pada kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak barang mewah yang belum dibayar sesuai surat ketetapan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, baik yang terlambat melapor maupun yang tidak melapor sama sekali dan besaran denda bervariasi tergantung peraturan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa kenaikan biasanya ditujukan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terutang dan tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang.
2. Sanksi Pidana merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk memotivasi wajib pajak agar mematuhi ketentuan pajak. Terdapat tiga jenis sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Denda pidana diberikan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dengan aturan yang sama seperti denda pidana. Pidana penjara diberikan kepada pejabat atau wajib pajak karena melakukan tidak pidana yang bersifat kejahatan. 
2.1.4 [bookmark: _Toc210315424][bookmark: _Toc210336239][bookmark: _Toc210555483]Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengertian kepatuhan merujuk pada keadaan yang muncul dan terbentuk melalui rangkaian tindakan yang mencerminkan nilai-nilai seperti patuh, taat, loyal, teratur, dan tertib. Sikap atau perilaku yang ditunjukkan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan akan menambah beban bagi dirinya jika tidak bisa bertindak seperti biasanya (Dr. Tutty Nuryati, 2022). Kepatuhan pajak berarti keadaan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan disiplin serta sesuai dengan hukum dan prosedur perpajakan yang berlaku.  Kepatuhan dari wajib pajak menunjukkan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan tepat, dan membayar pajak tepat waktu (Sutari & Urumsah, 2022). Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu (Djaha & Pradnyani, 2020) :
a. Kepatuhan perpajakan formal adalah situasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara formal sesuai peraturan perpajakan. Kepatuhan formal ini meliputi:
1. Mendaftar dalam waktu yang ditentukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu; dan 
3. Melaporkan pajak yang sudah dibayar serta perhitungan pajaknya tepat waktu.
b. Kepatuhan perpajakan material adalah situasi wajib pajak yang secara hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material ini meliputi:
1. Menghitung pajak terutang dengan akurat sesuai dengan peraturan pajak; dan 
2. Memotong atau memungut pajak pada waktu yang tepat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai karakteristik wajib pajak patuh sebagai berikut.
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi: 
1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan harus tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November seharusnya tidak melebihi dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak boleh berturut-turut; dan
3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sesuai dengan poin 2 harus sudah disampaikan sebelum batas waktu untuk pengiriman Surat Pemberitahuan Masa pajak yang berikutnya.
b. Tidak memiliki tunggakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf b yaitu situasi wajib pajak pada 31 Desember pada tahun terakhir sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu tidak mempunyai utang pajak yang sudah  jatuh tempo, kecuali jika terdapat tunggakan pajak yang pembayarannya telah mendapatkan persetujuan untuk ditunda atau dicicil.
c. Laporan keuangan harus melalui audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf c yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang wajib diserahkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hingga akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak kriteria tertentu.
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.
2.1.5 [bookmark: _Toc210315425][bookmark: _Toc210336240][bookmark: _Toc210555484]Preferensi Risiko
Dalam konteks pajak, preferensi risiko merujuk pada sifat atau kecenderungan seseorang saat menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan risiko, terutama yang berkaitan dengan keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap ini memainkan peran penting dalam perilaku kepatuhan wajib pajak, karena setiap individu memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda saat mencermati peluang mendapatkan keuntungan dan kemungkinan menghadapi sanksi jika melanggar pajak (Djaha & Pradnyani, 2020).  Menurut Triana et al (2024) preferensi risiko adalah sifat seseorang yang mempengaruhi cara wajib pajak dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak, yang dipengaruhi oleh pandangan wajib pajak terhadap risiko yang ada. Secara umum, terdapat tiga kategori utama preferensi risiko yaitu menghindari risiko, bersikap netral terhadap risiko, dan memilih untuk menghadapi risiko.
Menurut Linda & Rudiawie (2022) terdapat indikator preferensi risiko, antara lain:
1. Risiko keuangan, yang berkaitan dengan keadaan finansial seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat menghindari risiko, seperti tidak menerima dividen dan mengalami kerugian atau capital loss. Selain itu, seorang wirausahawan juga menghadapi risiko keuangan. Secara keseluruhan, seseorang mengalami kebangkrutan karena risiko keuangan yang berdampak pada kewajiban perpajakan saat melaporkan pajak.
2. Risiko sosial ekonomi, berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Ini juga mencakup kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga. Risiko sosial terjadi pada interaksi anatara wajib pajak dan petugas pajak, yang dapat memengaruhi seberapa patuh seseorang terhadap pajak. selain itu, risiko sosial juga muncul saat pemerintah menerapkan perubahan dalam kebijakan pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
3. Risiko pekerjaan atau karir. Pekerjaan memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang dan berpengaruh terhadap status sebagai wajib pajak. Beragam jenis atau jabatan pekerjaan dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan pajak. Individu dengan pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Begitu juga orang yang dipecat mungkin tidak menyadari jika masih memiliki kewajiban pajak.
4. Risiko keselamatan kerja, berkaitan dengan pekerjaan atau konsekuensi dari pekerjaan yang dijalani. Saat bekerja, seseorang menghadapi risiko kecelakaan yang bisa mengancam keselamatan dirinya. Hubungan dengan perpajakan, individu yang menduduki posisi tinggi cenderung lebih patuh pada kewajiban pajaknya karena khawatir akan sanksi jika melanggar. Sanksi tersebut juga dapat membuat seseorang kehilangan jabatannya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental.
2.2 [bookmark: _Toc210315426][bookmark: _Toc210336241][bookmark: _Toc210555485]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan referensi penelitian penulis yang menunjukkan hasil dari teori-teori ilmiah dan didukung oleh fakta empiris sehingga dapat digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan.
[bookmark: _Toc210335149]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1. 
	Efek Moderasi Preferensi Risiko Atas Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Pengusaha Online Shop Bidang Fashion di KPP Pratama Malang Utara)

Arviansyah & Budiwitjaksono (2025)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Pajak
b. Kesadaran Pajak

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Pajak

Variabel Moderasi
a. Preferensi Risiko
	1. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.


Disambung ke halaman berikutnya



Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	2.
	Pengaruh Kesadaran Dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Karimun Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi

Milwarni et al. (2025)
	Variabel Independen:
a. Kesadaran 
b. Sanksi 

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi:
a. Preferensi Risiko
	1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko mampu memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

	3.
	Preferensi Risiko Memoderasi
Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kualitas
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Murtiningtyas et al. (2024)
	Variabel Independen:
a. Pengampunan Pajak
b. Pemahaman Perpajakan
c. Kualitas Pelayanan Fiskus

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi:
a. Preferensi Risiko
	1. Pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya



Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	4.
	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko
sebagai Variabel Moderasi

Yuniwati & Oktris (2024)
	Variabel Independen:
a. Sanksi Pajak
b. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi
a. Preferensi Risiko
	1. Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

	5.
	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko dan Religiusitas Sebagai
Variabel Moderasi

Fithiyaturrahmah (2024)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Pajak 
b. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi 
a. Preferensi Risiko
Religiusitas
	1. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko mampu memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Religiusitas mampu memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Religiusitas mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	6.
	Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan
pada Kepatuhan Wajib Pajak 

Puspita & Jati (2024)
	Varibel Independen:
a. Sanksi Perpajakan
b. Kualitas Pelayanan 

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi:
a. Preferensi Risiko
	1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhafap kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	7.
	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Iftakukhoiri & Bagana (2023)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Wajib Pajak
b. Kesadaran Wajib Pajak
c. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

	8.
	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hanifah et al.  (2023)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Perpajakan
b. Sanksi Pajak
c. Pelayanan Fiskus

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya




Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	9.
	Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Rizki & Syaiful (2023)
	Variabel Independen:
a. Kesadaran Perpajakan
b. Pemahaman Perpajakan

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel Moderasi:
a. Sosialisasi Perpajakan
	1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

	10.
	Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cibitung

Siregar & Amin (2023)
	Variabel Independen:
a. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak
b. Insentif Pajak
c. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi

	1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya






Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	11.
	Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko

Pravasanti & Pratiwi (2021)
	Variabel Independen:
a. Kesadaran 
b. Pemahaman 
c. Sanksi
d. Pelayanan

Variabel Dependen: 
a. Kepatuhan wajib pajak 

Variabel Moderasi:
a. Preferensi Risiko
	1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Preferensi risiko mampu memoderasi kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Preferensi risiko mampu memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Preferensi risiko mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Preferensi risiko mampu memoderasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya






Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Judul & Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	12.
	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi

Munhamir & Primasar (2022)
	Variabel Independen:
a. Sanksi Perpajakan
b. Lingkungan Wajib Pajak
c. Rasionalitas Wajib Pajak

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel Moderasi:
a. Preferensi Risiko
	1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Rasionalitas wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

	13.
	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Wulandari (2020)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Perpajakan
b. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Moderasi
Preferensi Risiko
	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko mampu memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025
2.3 [bookmark: _Toc210315427][bookmark: _Toc210336242][bookmark: _Toc210555486]Kerangka Konsep 
Berdasarkan penjelasan mengenai teori dan definisi-definisi yang berkaitan dengan “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi” yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka konsep dapat ditetapkan sebagai berikut.
Teori Atribusi

Perilaku Individu

Kepatuhan Wajib Pajak 



















Gambar 2. 1 Kerangka KonsepFaktor Internal:
Preferensi Risiko 
Faktor Eksternal:
Sanksi Perpajakan 

Faktor Internal: Pemahaman Perpajakan 


Sumber: Data Diolah, 2025
2.4 [bookmark: _Toc210315428][bookmark: _Toc210336243][bookmark: _Toc210555487]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc210315429][bookmark: _Toc210336244][bookmark: _Toc210555488]Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memahami atau menyimpulkan penyebab dari suatu perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal yang kemudian mempengaruhi tindakannya. Pemahaman perpajakan sebagai faktor internal penting dalan menentukan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami informasi mengenai pajak dan menerapkannya saat membayar pajak. Pemahaman ini penting bagi wajib pajak untuk mengerti dan memahami aturan serta prosedur perpajakan, termasuk cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran, lokasi pembayaran, sanksi pajak, serta tenggat waktu untuk pembayaran dan pelaporan SPT (Faradhila & Fadhlia, 2021). 
Wajib pajak yang memiliki pemahaman dengan baik tentang aturan dan kewajiban perpajakan cenderung menganggap kepatuhan sebagai hasil dari rasa tanggung jawab pribadi, bukan karena tekanan dari luar. Semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak (Nisa & Subagio, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arviansyah & Budiwitjaksono (2025) dan Hanifah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:
H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.4.2 [bookmark: _Toc210315430][bookmark: _Toc210336245][bookmark: _Toc210555489]Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memahami penyebab dari suatu perilaku yang berdasarkan faktor internal dan eksternal. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi cara pandang dan tindakan wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk menghindari pelanggaran terhadap norma pajak oleh para wajib pajak (Ridhotin, 2022). 
Penerapan sanksi diberlakukan apabila kewajiban perpajakan tidak terpenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan yang ditetapkan hukum pajak. Wajib cenderung mematuhi aturan jika mereka yakin akan adanya sanksi berat akibat tindakan illegal untuk menghindari pajak (Zahrani & Mildawati, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithiyaturrahmah (2024) dan Puspita & Jati (2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:
H2: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.4.3 [bookmark: _Toc210315431][bookmark: _Toc210336246][bookmark: _Toc210555490]Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pemahaman Perpajakan 	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Teori atribusi menjelaskan cara seseorang untuk menilai alasan dari suatu tindakan yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Preferensi risiko adalah faktor internal yang menunjukkan bagaimana keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh cara mereka menghadapi risiko (Kharista et al., 2025). Preferensi risiko berperan sebagai varibel moderasi yang mempengaruhi kepatuhan hubungan antara pemahaman perpajakan terrhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa seberapa baik wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya yang akan memengaruhi pada tingkat kepatuhan, tetapi dampaknya akan bervariasi tergantung pada tingkat preferensi risiko yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik namun memiliki preferensi risiko tinggi dapat menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang memiliki preferensi risiko rendah (Mareti & Dwimulyani, 2019). 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pravasanti & Pratiwi (2021) dan Fithiyaturrahmah (2024) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:
H3: Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.4.4 [bookmark: _Toc210315432][bookmark: _Toc210336247][bookmark: _Toc210555491]Preferensi Risiko dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap 	Kepatuhan Wajib Pajak
Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menilai alasan di balik suatu tindakan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal yang menunjukkan bahwa cara wajib pajak menghadapi risiko mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kharista et al., 2025). Penerapan sanksi pajak yang ketat dapat merugikan wajib pajak, dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan sering kali dikenakan sanksi dan berisiko menghadapi kerugian baik dari segi finansial maupun non finansial (Yunia et al., 2021). 
Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran kepada wajib pajak agar tidak mengabaikan aturan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat menghindari sanksi pajak yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Siamena et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Milwarni et al. (2025) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:
H4: Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.





2.5 [bookmark: _Toc210315433][bookmark: _Toc210336248][bookmark: _Toc210555492]Model Penelitian Pemahaman Perpajakan (X1)


H1 (+)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


H2 (+)	                   H4Preferensi Risiko (Z)
Sanksi Perpajakan (X2)

H3


[bookmark: _Toc210335549]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025













[bookmark: _Toc210315434][bookmark: _Toc210336249][bookmark: _Toc210555493]BAB III
METODE PENELITIAN 

3.1 [bookmark: _Toc210315435][bookmark: _Toc210336250][bookmark: _Toc210555494]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Untuk mempermudah pemahaman mengenai teknik dari penelitian ini, maka akan dijelaskan setiap variabel beserta definisi operasionalnya dan metode pengukuran yang dipakai untuk masing-masing variabel dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variabel yaitu, variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas), dan variabel moderasi.
3.1.1 [bookmark: _Toc210315436][bookmark: _Toc210336251][bookmark: _Toc210555495]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran serta pelaporan pajak, baik yang dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun sesuai dengan peraturan dan ketetapan hukum perpajakan yang berlaku. Secara umum, terdapat lima indikator yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak, yaitu (Nurcahyani et al., 2025):
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana pengadministrasian pajak.
2. Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak dengan benar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
3. Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.
4. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan merujuk pada 5 poin tersebut. Setelah itu, skor dari setiap indikator suatu variabel akan dijumlahkan dan diolah.
3.1.2 [bookmark: _Toc210315437][bookmark: _Toc210336252][bookmark: _Toc210555496]Variabel Independen (X)
Variabel dependen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen, yang meliputi:
1. Pemahaman perpajakan (X1)
Pemahaman perpajakan merupakan untuk memahami perpajakan serta dapat menerapkan ilmu tersebut dalam proses pembayaran pajak. Hal ini mencakup cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), metode pembayaran, lokasi pembayaran, sanksi, serta tenggat waktu untuk penyetoran atau pelaporan SPT. Terdapat lima indikator untuk mengukur pemahaman pajak menurut (Elsani & Tanno, 2023) sebagai berikut.
1. Wajib pajak memahami cara menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan.
2. Wajib pajak menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Wajib pajak memahami tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Wajib pajak mengetahui batas waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT.
Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan merujuk pada 5 poin tersebut. Setelah itu, skor dari setiap indikator suatu variabel akan dijumlahkan dan diolah.
2. Sanksi perpajakan (X2)
Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga membantu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan di Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menentukan wajib pajak yang melanggar hukum. Berikut adalah indikator untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu (Elsani & Tanno, 2023):
1. Sanksi pajak merupakan salah satu upaya untuk menurunkan ketidakpatuhan pajak.
2. Sanksi pajak akan dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar atau melaporkan pajak.
3. Sanksi pajak membuat wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
4. Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
5. Sanksi pajak harus diterapkan kepada semua wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa pengecualian.
Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan merujuk pada 5 poin tersebut. Setelah itu, skor dari setiap indikator suatu variabel akan dijumlahkan dan diolah.
3.1.3 [bookmark: _Toc210315438][bookmark: _Toc210336253][bookmark: _Toc210555497]Variabel Moderasi (Z)
Variabel moderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi kekuatan antara variabel independen dan variabel dependen, baik dengan memperkuat atau memperlemah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel moderasi adalah preferensi risiko. Preferensi risiko adalah pilihan yang dibuat oleh wajib pajak untuk menghadapi atau menghindari risiko yang mungkin muncul saat menjalankan kewajiban perpajakan. Berikut adalah indikator untuk mengukur preferensi risiko sebagai berikut (Devita & Febriani, 2024).
1. Risiko keuangan, terkait dengan situasi keuangan wajib pajak.
2. Risiko Kesehatan, terkait dengan keadaan kesehatan wajib pajak.
3. Risiko pekerjaan, terkait dengan pekerjaan yang dijalani wajib pajak.
4. Risiko sosial, terkait dengan kondisi lingkungan di masyarakat.
Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan merujuk pada 5 poin tersebut. Setelah itu, skor dari setiap indikator suatu variabel akan dijumlahkan dan diolah.
3.2 [bookmark: _Toc210315439][bookmark: _Toc210336254][bookmark: _Toc210555498]Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, pupulasi tidak hanya melibatkan orang, tetapi juga objek serta berbagai benda-benda alam lainnya. Populasi tidak hanya menunjukkan jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, tetapi juga mencakup keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini menerapkan teknik pengambilan sampel berupa teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria untuk responden dalam penelitian ini meliputi:
1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. 
Hingga tahun 2024, populasi penelitian ini mencapai 41.582 wajib pajak orang pribadi yang aktif di KPP Pratama Samarinda Ilir. Untuk menentukan sampel yang akan diuji dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin dengan toleransi sebesar 10% sebagai berikut. 

Keterangan:
n	: Jumlah sampel
N	: Jumlah populasi
e	: tingkat toleransi kesalahan
Berikut perhitungan jumlah sampel:



 (dibulatkan)
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.
3.3 [bookmark: _Toc210315440][bookmark: _Toc210336255][bookmark: _Toc210555499]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data dari wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat terkait KPP Pratama Samarinda Ilir, dalam format digital atau sebagai hasil penilaian kuesioner.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3.4 [bookmark: _Toc210315441][bookmark: _Toc210336256][bookmark: _Toc210555500]Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan memberikan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang harus dijawab. Kuesioner disusun untuk mengumpulkan data dengan cara yang efisien sehingga peneliti perlu memahami dengan baik variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden. Responden memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut secara langsung tanpa bantuan dari peneliti (Sugiyono, 2023). Pertanyaan yang ada di kuesioner mencerminkan pendapat responden dalam skala 1-5. Sistem penilaian menggunakan skala likert, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc210335174]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral 
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


	           Sumber: Sugiyono (2023)
3.5 [bookmark: _Toc210315442][bookmark: _Toc210336257][bookmark: _Toc210555501]Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memakai alat analisis Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS SEM). Analisis dasar untuk data adalah analisis deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan informasi yang didapat demi mendukung pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko. Analisis SEM-PLS merupakan metode yang dapat menganalisis varibael-variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. 
3.5.1 [bookmark: _Toc210315443][bookmark: _Toc210336258][bookmark: _Toc210555502]Pilot Test
Pilot test adalah versi kecil dari penelitian atau bisa juga disebut sebagai percobaan yang dilaksanakan pada tahap persiapan penelitian utama. Pilot test bertujuan untuk memasttikan bahwa setiap orang yang menjadi sampel mampu memahami semua pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun untuk penelitian. Pilot test ini dilakukan pada 46 mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
Berikut hasil dari penelitian uji pilot test yang telah dilakukan dengan 45 responden, termasuk uji validitas dan uji realibilitas yang dilakukan.
a. Uji validitas 
Uji validitas yang dilakukan pada pilot test ini melibatkan sebanyak N=45, yang berarti 45 orang sebagai responden. Suatu item pertanyaan dianggap valid jika nilai outer loading ˃ 0,70 dan Average Variance Extracted (AVE) ˃ 0,50. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
[bookmark: _Toc210335175]Tabel 3. 2 Hasil Pilot Test Uji Validitas Outer Loading
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	KWP 1
	0.739
	Valid

	
	KWP 2
	0.794
	Valid

	
	KWP 3
	0.733
	Valid

	
	KWP 4
	0.743
	Valid


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 3. 2 Sambungan
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Pemahaman Perpajakan (X1)
	PP 1
	0.820
	Valid

	
	PP 2
	0.812
	Valid

	
	PP 3
	0.770
	Valid

	
	PP 4
	0.766
	Valid

	Sanksi Perpajakan (X2)
	SP 1
	0.878
	Valid

	
	SP 2
	0.862
	Valid

	
	SP 3
	0.853
	Valid

	
	SP 4
	0.882
	Valid

	
	SP 5
	0.904
	Valid

	Preferensi Risiko (Z)
	PR 1
	0.893
	Valid

	
	PR 2
	0.863
	Valid

	
	PR 3
	0.839
	Valid

	
	PR 4
	0.741
	Valid


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa setiap indikator dari variabel dalam penelitian ini memiliki outer loading > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner terbukti valid, sehingga kuesioner dapat dipakai dalam penelitian.
[bookmark: _Toc210335176]Tabel 3. 3 Hasil Pilot Test Uji Validitas Average Variance Extracted (AVE)
	Variabel
	Average Variance Extracted (AVE)
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.566
	Valid

	Pemahaman Perpajakan (X1)
	0.628
	Valid

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0.699
	Valid

	Preferensi Risiko (Z)
	0.767
	Valid


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa setiap variabel memiliki Average Variance Extracted (AVE) ˃ 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner terbukti valid, sehingga kuesioner dapat dipakai dalam penelitian.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas yang dilakukan pada pilot test ini melibatkan sebanyak N=45, yang berarti 45 orang sebagai responden. Suatu item pertanyaan dianggap reliabel jika nilai cronbach’s alpha dan composite reability bernilai ˃ 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
[bookmark: _Toc210335177]Tabel 3. 4 Hasil Pilot Test Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Composite Reability
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.744
	0.839
	Reliabel

	Pemahaman Perpajakan (X1)
	0.803
	0.871
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0.855
	0.902
	Reliabel

	Preferensi Risiko (Z)
	0.924
	0.943
	Reliabel


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam kuesioner untuk penelitian ini menunjukkan nilai cronbach’s alpha dan composite reability diatas 0,70. Oleh karena itu, variabel mengenai kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko dapat dianggap reliabel.
3.5.2 [bookmark: _Toc210315444][bookmark: _Toc210336259][bookmark: _Toc210555503]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum, menyajikan, dan menjelaskan data agar lebih mudah dipahami serta memberikan informasi yang lebih lengkap tentang pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Setiap variabel dideskripsikan berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2021).
3.5.3 [bookmark: _Toc210315445][bookmark: _Toc210336260][bookmark: _Toc210555504]Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran atau outer model menjelaskan cara indikator atau variabel yang terlihat dapat mempresentasikan variabel laten yang akan diukur. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menilai model pengukuran yaitu:
1. Convergent validity (validitas konvergen) bertujuan untuk menilai tingkat korelasi di antara konstruk dengan variabel laten. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa pengukuran dari variabel yang terlihat dalam suatu konstruk seharusnya memiliki korelasi yang kuat. Untuk mengecek convergent validity, bisa dilihat dari nilai outer loading untuk setiap indikator konstruk. Rule of thumb yang sering digunakan untuk menilai convergent validity adalah nilai outer loading ˃ 0,7, communality ˃ 0,5 dan Average Variance Extracted (AVE) ˃ 0,5. Oleh karena itu, korelasi yang diuji seharusnya bernilai ˃ 0,5 sampai 0,7 agar dianggap memenuhi syarat dan dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).
2. Discriminant validity (validitas diskriminan) terjadi saat dua instrumen berbeda yang mengukur dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi memberikan skor yang memang tidak berkorelasi. Hal ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran untuk variabel yang berasal dari konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Discriminant validity dapat diuji dengan indikator reflektif melalui nilai cross loading untuk setiap variabel yang harus bernilai ˃ 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). 
3. Composite reliability (reliabilitas kontrak) bertujuan untuk menunjukkan keakuratan, konsistensi, dan kestabilan instrument dalam menilai konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cronbach’s alpha dan composite reability. Nilai cronbach’s alpha digunakan untuk mengukur batas minimum nilai reliabilitas suatu konstruk, sementara composite reability digunakan untuk mengukur nilai sebenarnya dari reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dianggap reliabel jika nilai cronbach’s alpha dan composite reability bernilai ˃ 0,7 (Ghozali & Latan, 2015). 
3.5.4 [bookmark: _Toc210315446][bookmark: _Toc210336261][bookmark: _Toc210555505]Model Struktural (Inner Model)
Model struktural atau inner model berfungsi untuk memprediksi hubungan antara variabel laten yaitu variabel yang bersifat eksogen dan endogen berdasarkan teori yang telah dikembangkan. Model ini dievaluasi dengan Coefficient of Determination atau R-Square (R2) dan Path Coefficient (Ghozali & Latan, 2015).
1. R-Square digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen. Berikut adalah indikator untuk nilai R-Square:
a. Jika nilai R-Square = 0,75 maka model dapat dikatakan berukuran kuat.
b. Jika nilai R-Square = 0,50 maka model dapat dikatakan berukuran sedang.
c. Jika nilai R-Square = 0,25 maka model dapat dikatakan berukuran lemah.
2. Path Coefficient digunakan untuk memeriksa nilai signifikansi dan mengetahui pengaruh antar konstruk. Analisis uji hipotesis dan pemeriksaan nilai signifikansi dilakukan dengan prosedur pemgambilan ulang menggunakan teknik boorstrapping.
3.5.5 [bookmark: _Toc210315447][bookmark: _Toc210336262][bookmark: _Toc210555506]Uji Hipotesis 
Uji hipotesis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut kriteria untuk menguji hipotesis adalah (Ghozali, 2021).
1. Jika nilai p-value ≤ 0,05 dan koefisien positif maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima.
2. Jika nilai p-value > 0,05 dan koefisien negatif maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak.
3.5.6 [bookmark: _Toc210315448][bookmark: _Toc210336263][bookmark: _Toc210555507]Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan suatu persamaan regresi yang mencakup komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015). Berikut kriteria yang digunakan unuk menguji variabel moderasi adalah 
1. Jika nilai p-value ≤ 0,05 maka signifikan, artinya variabel moderasinya “berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima. 
2. Jika nilai p-value > 0,05 maka tidak signifikan, artinya variabel moderasinya “tidak berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak.
Berikut empat jenis kriteria variabel moderasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Variabel moderasi murni (pure moderator) adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi ini berinteraksi dengan variabel independen tanpa harus menjadi variabel independen. Variabel moderasi murni terjadi jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi ≤ 0,05.
2. Variabel prediktor moderasi (predictor moderator) adalah variabel yang hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Variabel moderasi prediktor terjadi jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi ≤ 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05.
3. Variabel moderasi potensial (homologiser moderator) adalah variabel yang mempengaruhi seberapa kuat hubungan antara varaibel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Variabel moderasi potensial terjadi jika variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 dan uji varaibel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05.
4. Variabel moderasi semu (quasi moderator) adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini berperan sebagai jembatan antara variabel independen dan variabel dependen, serta berfungsi sebagai variabel independen. Variabel moderasi semu terjadi jika variabel moderasi dengan hasil signifikan ≤ 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi ≤ 0,05.
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)
Perkenalkan saya Chusnul Chotimah, mahasiswi program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. Pada kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner.
Adapun kriteria responden pada penelitian ini, yaitu:
1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. 
Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

DATA DAN KETERANGAN RESPONDEN
1. Nama				:
2. Jenis Kelamin			:       Laki-laki	          Perempuan
3. Usia				:       20-30 Tahun          41-50 Tahun
        31-40 Tahun	  51-60 Tahun
4. Harap isi sesuai pekerjaan
a. Pekerja Bebas			:       Akuntan		  Arsitek
                                                        Pengacara             Notaris   						        Konsultan	  Dokter       						        Seniman / Freelancer lain
b. Jenis Usaha			:
Penghasilan (omset)		:        ˂ Rp42.000.000,00 per bulan							         ≥ Rp42.000.000,00 per bulan







Petunjuk Pengisian Kuesioner
Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, isilah yang paling sesuai dengan diri anda dan berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban. Berikut ini adalah keterangan jawaban yang anda pilih:
STS	: Sangat Tidak Setuju
TS	: Tidak Setuju
N 	: Netral
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju
A. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	No.
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP 
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak menghitung jumlah pajak dengan benar sesuai penghasilan yang diperoleh
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak membayar pajak tepat waktu
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu
	
	
	
	
	



B. Pemahaman Perpajakan 
	No.
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak memahami cara menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan.
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak menggunakan tarif pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak memahami tata cara pengisian SPT 
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT
	
	
	
	
	




C. Sanksi Perpajakan
	No.
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Sanksi pajak merupakan salah satu upaya menurunkan ketidakpatuhan pajak
	
	
	
	
	

	2.
	Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar atau melaporkan pajak
	
	
	
	
	

	3.
	Sanksi pajak membuat wajib pajak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu
	
	
	
	
	

	4.
	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
	
	
	
	
	

	5.
	Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa pengecualian 
	
	
	
	
	



D. Preferensi Risiko
	No.
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak yang memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak yang mengalami persaingan usaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
	
	
	
	
	

	4. 
	Perubahan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
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